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 Bab III merupakan analisis dari rumusan masalah yang kedua yaitu Akibat hukum 

terhadap pelanggaran ketentuan kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil 

penambangan di dalan negeri. Di dalam bab III ini berisikan 2 pokok sub bab. Sub bab 

pertama, yaitu Pembangunan Unit Pengolahan dan Pemurnian Guna Melaksanakan 

Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian. Sub bab pertama ini di dalamnya terdapat bebrapa 

sub sub bab, yaitu Kerja Sama Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri, dan 

Larangan Kerja Sama Bagi Penambang Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan 

dan Izin Usaha Pertambangan Khusus. Selain itu terdapat sub bab kedua, yaitu Sanksi 

Atas Pelanggaran Ketentuan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri. Dalam sub bab 

kedua ini terdapat beberapa sub sub bab, yang terdiri dari Pejabat Yang Berwenang 

Menjatuhkan Sanksi, Jenis-Jenis Sanksi Administrasi Bagi Pelanggar Ketentuan 

Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri. Di dalam bab ini akan dijabarkan tentang 

akibat hukum manakala pengusaha tambang mineral melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebagimana yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. 

 Bab IV merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan atau 

saran. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai rangkaian penulisan seperti 

yang telah dijelaskan pada bab-bab yang sebelumnya, dan juga berisi tentang saran dari 

pemikiran penulis terhadap masalah yang dikaji. 
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